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BABII

PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN “URF

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu“z &3 dan “z1s3”,
yang secara bahasa mempunyai arti “.bg ~ (setubuh, senggama)' dan ‘!

”(berkumpul). Dikatakan pohon itu telah menikah apabila telah berkumpul
antara satu dengan yang lain.’Secara hakiki nikah diartikan juga dengan
berarti bersetubuh atau bersenggama, sedangkan secara majazi bermakna
akad.’

Para ahli fikih biasa menggunakan rumusan definisi sebagaimana tersebut

di atas dengan penjelasan sebagai berikut:*

a. Penggunaan lafaz akad (4ic) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu
adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak
yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad

karena ia peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan

kelamin antara laki-laki dan perempuan.

b. Penggunaan ungkapan: sbJi-Ll.zz  (yang mengandung maksud

membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki

'Ahmad Warson Al-Munawwir, A/-Munawwir. Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka
Progressif, 1997) 1461.

?Abdurrahman Al-Jaziri, A/-Figh ‘Ala Madhahib Al-‘Arba’ah Juz 4, (Dar El-Hadits,2004) 7.
*Wahbah Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9,(Dar El-Fikr, 1997) 6513.

* Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh,Cet.1 (Jakarta: Prenada Media, 2003) 74-75.
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dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang
membolehkannya secara hukum shara’. Di antara hal yang membolehkan
hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya.
Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu

yang asalnya tidak boleh.

c. Menggunakan kata zs5,~Slkil , yang berarti menggunakan lafaz na-ka-ha

atau za-wa-ja mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan
hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan
menggunakan kata na-ka-ha dan za-wa-ja, oleh karena dalam Islam di
samping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara
laki-laki dengan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas
seorang perempuan atau disebut juga “perbudakan”. Bolehnya hubungan
kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tapi
menggunakan kata “tasarri’.

Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu akad yang menjadikan
halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad sehingga
menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari shara’.’

Sedangkan di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebutkan bahwa nikah
merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri
dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan
yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi.

Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi

> Abu Zahrah, A/-Ahwal Al-Shakhsiyah, (Dar El-Fikr Al-‘arabi, 1958) 18.
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dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-
Nyal.6

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau
mithagan ghaliza dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan
wanita untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah
merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah,mawaddah warahmah.”

Kemudian Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pengertian nikah adalah akad
yang memberikan faedah hukum kebolehan melakukan hubungan keluarga
(suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan
memberikan batasan bagi pemiliknya serta peraturan bagi masing-masing.®

Ulama’ hanafiyah memberikan pengertian nikah adalah akad yang
memberikan faedah dimilikinya kenikmatan dengan sengaja, maksudnya
adalah untuk menghalalkan seorang laki-laki memperoleh kesenangan
(istimta“) dari wanita, dan yang dimaksud dengan memiliki di sini adalah
bukan makna yang hakiki.’Definisi ini menghindari kerancuan dari akad jual
beli (wanita), yang bermakna sebuah akad perjanjian yang dilakukan untuk

memiliki budak wanita.'®

% Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3, (Jakareta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet.
1, 1996) 1329.

" M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Buku Aksara, 1996) 14.

Hasbi Ash-Shidieqi, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) 96.

? Abdurrahman Al-Jaziri, A/ Figh ‘Ala Madhahib Al-‘Arba’ah..., 8.

""Yusuf Ad-Duraiwisy, Nikah Sirri, Mut’ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur’an dan As-
Sunnah, (Penerjemah Muhammad Ashim, Jakarta: Darul Haq 2010) 17.
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Sedangkan menurut ulama syafi fyah, nikah adalah akad yang mengandung
ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau zajwiz
atau semakna dengan keduanya.''

Ulama malikiyah mendefinisikan pernikahan adalah akad perjanjian untuk
menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, atau
wanita majusiyah, wanita Ahli kitab melalui sebuah ikrar.'?Ulama hanabilah
berkata, akad pernikahan maksudnya sebuah perjanjian yang didalamnya,
terdapat lafaz nikah atau tajwiz atau terjemahan (dalam bahasa lainnya) yang
dijadikan sebagai pedoman."?

Dapat diperhatikan dalam definisi-definisi ini, bahwa semuanya mengarah
pada titik diperbolehkannya terjadinya persetubuhan, atau dihalalkannya
memperoleh kenikmatan (dari seorang wanita) dengan lafaz tertentu.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian nikah
adalah perjanjian yang bersifat shar‘/ yang berdampak pada halalnya seorang
(lelaki atau perempuan) memperoleh kenikmatan dengan pasangannya berupa
berhubungan badan dan cara-cara lainnya dalam bentuk yang disyari’atkan,
dengan ikrar tertentu secara disengaja.

2. Dasar Hukum Perkawinan
Perkawinan itu sangat penting sekali kedudukannya sebagai dasar
pembentukan keluarga sejahtera, di samping melampiaskan seluruh cinta yang

sah. Itulah sebabnya dianjurkan oleh Allah SWT dan junjungan kita Nabi

"abdurrahman Al-Jaziri, A/ Figh ‘Ala Madhahib Al-‘Arba’ah..., 8.
2Yusuf Ad-Duraiwisy, Nikah Sirri..., 17.
B 1bid.,18.
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Muhammad SAW untuk menikah."*Diantara dasar hukum dianjurkannya

perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Q.S. Ar-Rum ayat 21

S5 3 &) TRy 858 18 s fasg &l 12 515 B A 2 r,<J sls 3T ST 2

-
-

598aE 238 oY

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” "

b. Q.S. An-Nur ayat 32

e A B 18 Oy S 35k e Gl oK Y 15T
L 2ty g el

Artinya:“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-
Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha
Mengetahui.”’®

c. Q.S. Yasin ayat 36

Ostlag ¥ G 2l s S5 &5 B WIS 2150 gl (o) Sl

'* Haya Binti Mubarok AlBarik, Ensiklopedi Wanita Muslimah, (Jakarta: PT Darul Falah, 2010)
97-98.

“Departemen Agama R.1., A/-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006),
406.

" Ibid 354
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Artinya:*Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan
semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri
mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”’”

d. Rasulullah SAW bersabda :
B e gl 1s LR Saas b(’..l;’aﬂfow\&,p&\ G J6: J6 e e

°

EPRIRE MJ‘JW&WQ sil) ety Mu@g L 2ol

Artinya : “Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata: telah berkata kepada kami
Rasulullah SAW, : “Hai sekalian pemuda, barangsiapa yang
telah sanggup di antara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin.
Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada
yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan

barangsiapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa. Maka

sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya”.'®

3. Rukun dan syarat pernikahan

Berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan ini, Amir Syarifudin
menyatakan, kedua hal tersebut menentukan suatu perbuatan hukum, terutama
yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi
hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa
keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam hal suatu acara
perkawinan umpamanya rukun dan syarat perkawinan tidak boleh tertinggal,
dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.'’

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu

adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur

17 .
Ibid., 442.
'8 Abu Al-Hasan Nuruddin Muhammad bin Abd Al-Hadi Al-Sindi, Sahih Bukhari bi Al- Hasiyah
Imam Al-Sindi Jilid 3 , (Beirut Lebanon : Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1971) 422.
" Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan. ..., 59.
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yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya
dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun
dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada
pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-
unsur rukun.

a. Syarat perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan.
Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan
menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban.”

Secara garis besar syarat sahnya perkawinan dibagi menjadi dua yaitu
yang pertama adalah halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan
menjadi pendampingnya. Artinya tidak diperbolehkan wanita yang hendak
dinikahi itu berstatus sebagai muhrimnya, dengan sebab apapun, yang
mengharamkan pernikahan di antara mereka berdua, baik itu bersifat
sementara maupun selamanya. Syarat kedua saksi yang mencakup hukum
kesaksian dan kesaksian dari wanita yang bersangkutan.’

Menurut Abu Zahrah dalam kitabnya a/l-Ahwal as-Shakhsiyah, membagi
syarat-syarat perkawinan ini dalam 3 macam yaitu:

Pertama, syarat sah adalah syarat-syarat yang apabila tidak dipenuhi,
maka akad itu dianggap tidak ada oleh shara’. Yang mana dari akad itu

timbul hukum-hukum yang dibebankan oleh shara’.  Kedua, syarat

0 Abd. Rahman Ghazali, Figh Munakahat..., 49.
! Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Figh Wanita, (Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar, 1998) 405.



23

pelaksanaan yaitu syarat-syarat yang bila tak ada, maka tidak ada hukum
apa-apa tiap-tiap orang yang berakad. Ketiga, syarat keberlangsungan yaitu
syarat yang kedua pihak tidak memerlukan akad apabila tidak ada syarat-

syarat tersebut.?

Syarat sah nikah (Syarat Sihhah) : hadirnya para saksi. Saksi tersebut
minimal dua orang laki-laki dan dua wanita yang baligh, berakal, merdeka,
mendengar dan memahami ucapan dua pihak yang berakad, beragama
Islam. Kemudian calon istri adalah wanita yang bukanlah mahram si lelaki.

Baik mahram abadi maupun sementara.”

Syarat terlaksananya akad nikah (Syarat Nafaz). Demi terlaksananya akad
nikah, orang yang mengadakannya haruslah orang yang mempunyai
kekuasaan mengadakan akad nikah. Jika orang yang mengurusi akad
mempunyai kecakapan yang sempurna dan mengakadkan dirinya sendiri,
maka akad tersebut sah dan dapat diberlakukan. Demikian halnya jika dia
mengadakan akad bagi orang di bawah kekuasaannya, atau orang yang
mewakilkan penyelenggaraan akad kepada dirinya.**

Mayoritas fugaha’ menyatakan bahwa wanita tidak dapat mengakad
nikahkan dirinya sendiri. Akad nikah tidak bisa terjadi dengan ungkapan

wanita, meskipun wali tidak mempunyai hak memaksa dirinya. Wanita dan

*2 Abu Zahrah, Al-Ahwal Al-Shakhsiyabh..., .58.
2 Ibid., 58.
*Ibid., 66.



24

walinya bekerja sama memilih dan memilah calon suami. Namun wali dari

wanita itulah yang akan mengakadkan akad nikah.”

Syarat keberlangsungan nikah (Syarat LZuzum). Pada dasarnya akad nikah
adalah akad yang berlangsung terus menerus. Tidak boleh membatalkan
akad tersebut secara sepihak. Dalam artian tidak boleh melepaskan akad itu
dari asalnya, melainkan perbuatan menghentikan hukum-hukum akad
nikah. Talak merupakan salah satu hak yang dimiliki suami sebagai

konsekuensi dari terjadinya akad nikah.

Akad nikah adalah suatu kewajiban yang mengharuskan keberlangsungan.
Karena tujuan shari‘at dari pernikahan tidak akan tercapai tanpa adanya
keberlangsungan nikah itu sendiri. Kehidupan rumah tangga yang baik,
pendidikan anak, dan pemeliharaan mereka pasti memerlukan sebuah
keberlangsungan jangka panjang. Syarat keberlangsungan nikah (syarat
luzum) dalam Mazhab hanafi adalah hendaklah wali yang menikahkan
orang yang tidak/ kurang cakap adalah ayah, kakek atau anaknya sendiri.
Hendaklah mahar yang diterima wanita dewasa yang menikahkan dirinya
sendiri adalah setara dengan mahar mithi/ (yang berlaku umum). Wanita
dewasa yang berakal hendaknya tidak menikahkan dirinya dengan orang
yang sekufu’. Hendaknya jangan sampai ada penipuan status kafa‘ah dalam

akad yang tersimpan berlarut-larut.*

2 Ibid., 67.
2 1bid., 68
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Dalam permasalahan syarat pernikahan Ulama fugaha’ berselisih
pendapat. Perselisihan itu terjadi karena perbedaan pola pikir mereka dan

dasar hukum yang mereka gunakan. *’

a. Menurut Ahanafiyah, syarat pernikahan berkaitan dengan sighat, dua
orang yang berakad (suami istri) dan persaksian. Adapun penjelasan
secara rinci sebagai berikut:

1) Sighat (ijab kabul)
Ijab dan kabul dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
a) Menggunakan redaksi-redaksi khusus yang mengandung ungkapan
menikah, baik sarih (inkah, tajwiz) dan kinayah
b) Ijab dan kabul berada dalam satu maylis
c) Antara ijab dan kabul tidak ada perbedaan yang signifikan
d) Ucapan sighat dapat didengar oleh kedua orang yang berakad yaitu
wali dan mempelai pria
e) Sighat perkawinan tidak mengisyaratkan adanya batasan waktu.
Karena yang demikian adalah termasuk nikah mut ‘ah
2) Dua orang yang berakad (suami dan istri)
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai yang akan
melangsungkan perkawinan adalah berakal, baligh, merdeka, calon
istri halal untuk dinikahi serta calon istri dan suami telah diketahui

identitasnya.

?’Abdurrahman Al Jaziri, A/ Figh ‘Ala Madhahib Al-‘Arba’ah,.. 17-25.
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3) Persaksian
Syarat-syarat saksi dalam perkawinan adalah berakal, baligh,
merdeka, Islam dan mampu mendengar sighat akad dari wali dan

suami.

. Shafi‘iyah. Syarat-syarat perkawinan menurut Imam Syafi‘i berkaitan
erat dengan sighat, wali, dua mempelai dan saksi masing-masing
dijelaskan pada uraian di bawah ini.
1) Sighat

Beberapa syarat sah sigat pernikahan yaitu:

a) Tidak ada ta‘lik

b) Menggunakan kata tajwiz, inkah atau mushtaq dari keduanya
2) Wali

Syarat-syarat wali dalam perkawinan adalah:

a) Atas kemauan sendiri (tidak ada paksaan dari orang lain)

b) Berjenis kelamin laki-laki

¢) Masih berstatus mahram dengan mempelai perempuan

d) Baligh

e) Berakal

f) Adil

g) Tidak dalam kendali atau kekuasaan orang lain (mahjur ‘alaih)

h) Penglihatan masih normal

i) Islam
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j) Bukan budak

3) Suami
Pernikahan seorang pria akan sah apabila memenuhi ketentuan-

ketentuan berikut:

a) Tidak ada hubungan mahram dengan calon istri baik dari garis

nasab, rada‘, mushaharah
b) Tidak dipaksa
c¢) Identitasnya jelas
4) Istri
a) Tidak ada hubungan mahram dengan calon suami
b) Identitasnya jelas
c) Terbebas dari hal-hal yang menghalanginya untuk menikah.
Seperti: mahram, telah bersuami, dalam keadaan idah, dan lain
sebagainya.
5) Dua saksi
a) Bukan dua orang hamba sahaya
b) Bukan dua orang wanita
¢) Bukan dua orang yang fasik
c. Menurut hanabilah syarat perkawinan dibagi menjadi lima, yaitu:

1) Dua calon mempelai yang jelas.
Artinya baik calon suami maupun istri harus disebutkan nama atau

sifat-sifat fisiknya dengan jelas supaya tidak terjadi kesalahpahaman
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dan kesamaran. Adapun redaksi akadnya menggunakan lafaz inkahatau
tajwiz. Selain itu juga disyari’atkan antara ijab dan kabul tidak ada

jeda waktu yang lama.

2) Pilihan dan rela.

Orang yang telah dewasa dan berakal walaupun seorang budak,
apabila berkeinginan untuk menikah, maka dia tidak boleh dipaksa
oleh siapapun. Dia memutuskan menikah atas kemauan hati
nuraninya sendiri.

3) Wali.

Dalam masalah wali, hanabilah mensyaratkan tujuh perkara. Yaitu
laki-laki, berakal, baligh, merdeka, /¢-tifag Ad-Din (persamaan
agama), cerdas dan berkomitmen untuk berbuat baik terhadap
perkawinan.

4) Persaksian.

Shahadah (persaksian) dalam perkawinan akan dihukumi sah
apabila datang dua pria muslim, balighh, berakal, adil, maupun
berbicara dan mendengar dengan baik.

5) Calon istri terbebas dari hal yang menghalangi mereka untuk
menikah.
d. Menurut malikiyah seluruh rukun nikah juga termasuk syarat nikah.

Masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat tertentu sebagai berikut:

1) Sighat
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Ijab kabul harus berupa lafaz yang menunjukkan kata nikah,
seperti inkah dan tajwiz. Khusus lafaz hibah harus disertai
penyebutan mas kawin. Antara ijab dan kabul juga tidak boleh ada
sela waktu yang lama. Kecuali dalam pernikahan yang diwasiatkan.
Artinya apabila ada seorang dengan si Fulan”, ucapan ini dianggap
sah. Dan orang yang diberi wasiat tidak harus menjawabnya seketika
itu. Selain dua syarat di atas, juga ada dua syarat lagi, yaitu tidak
boleh ada batas waktu dan perkawinannya tidak boleh digantungkan
dengan sebuah syarat.

2) Wali

Syarat-syarat wali dalam perkawinan menurut Malikiyah, yaitu

laki-laki, balighh, tidak dalam keadaan ihram, bukan nonmuslim,

bukan orang yang bodoh, tidak fasik.

3) Mahar
Dalam hal mahar disyaratkan berupa barang yang boleh dimiliki
secara shara’. Dengan demikian arak, babi, anjing, bangkai, dan
daging qurban tidak boleh dijadikan mahar untuk calon istri. Namun
jika itu terjadi, maka nikahnya akan rusak apabila belum dukhu/ dan
harus memberikan mahar mithil apabila sudah melakukan jima".
4) Persaksian
Malikiyah tidak mensyaratkan hadirnya dua orang saksi ketika
terjadi akad nikah, yang demikian itu hukumnya sunah. Tapi hadirnya

dua saksi ketika suami akan dukhul adalah wajib.
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5) Suami istri
a) Terbebas dari hal-hal yang menghalanginya untuk menikah,
seperti dalam keadaan ihram
b) Calon mempelai perempuan tidak berstatus istri orang lain
¢) Calon istri tidak dalam keadaan bodoh
d) Calon suami dan istri tidak ada hubungan mahram, baik nasab,
rada‘, maupun musaharah.
b. Rukun Perkawinan
Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:**
a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan
dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama

perempuan.”’ Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 32 :

g ol 2 Al 2l 2B 1580 31 0l 2k B pklially 2K W 1,55CTs
5 ahab G A find 21588 150555 Of SS9 &  ioae A 3

(YV) 45 &

Artinya.“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-
Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha
Mengetahui.”™’

b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Slamet Abidin dan H.Aminuddin, Figh Munakahat I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) 64-68.
¥ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam. .., 64.
30 Departeman Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya,...,354.
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Wali adalah orang yang menyertai, mengatur, menguasai,
memimpin atau melindungi. Dalam perkawinan, maksudnya ialah orang
yang berkuasa mengurus atau mengatur perempuan yang di bawah

perlindungannya.*'

X

o

®

g dalels ol B b S8 bty K8 b S 2 s ] s &

2 7 %4 %
|

5 3 s SLLIG 152kl 36 ke S

®

i

Artinya:“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka
pernikahannya batal (3x), apabila terjadi baginya mahar dan
sulthan adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali”.”

¢) Adanya dua orang saksi.
Akad perkawinan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya
ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari
pihak-pihak yang berakad di belakang hari. **Hadis Nabi SAW:

@

25y

—

I Gslis Usy
Artinya: “Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang

saksi "?*

d) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau

wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh pengantin pria.

3! M. Thalib, Perkawinan Menurut Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993) 9.

2 Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Quzwayniy, Sunan Ibn Majah (Beirut: Dar Al-Fikr,
2004) 166.

33 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan..., 81-82.

** Abu ‘Isa Muhammad “Isa bin Saurah, Sunan At-Tirmizi Juz 2, (Beirut Lebanon: Dar El-Fikr,
2005) 351.
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Ijab adalah ucapan yang keluar lebih awal dari salah seorang yang
melakukan akad, seperti ucapan ayah istri: “Aku nikahkan engkau dengan
anak perempuanku Fulanah,” atau ucapan suami: “Nikahkan aku dengan
anak perempuanmu Fulanah”, sedangkan yang dimaksud kabul adalah
ucapan yang keluar setelah ijab dari salah seorang yang melakukan akad,
seperti (calon) suami berkata kepada ayah (calon) istri setelah ijab: “Aku
terima pernikahan anak perempuanmu,” atau ayah (calon) istri berkata
kepada suami setelah ijab: “Aku telah nikahkan engkau dengan anak

perempuanku Fulanah”.*®

4. Hibah
a. Pengertian

Kata berasal dari bahasa arab (4= ) kata ini merupakan mashdar dari kata
( <) yang berarti pemberian. Apabila seseorang memberikan harta
miliknya kepada orang lain secara suka rela tanpa pengharapan balasan
apapun,hal ini dapat diartikan bahwa si pemberi telah menghibahkan
miliknya. Karena itu kata hibah sama artinya dengan pemberian. Hibah
dalam arti pemberian juga bermakna bahwa peihak penghibah bersedia
melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan, hibah merupakan salah
satu bentuk pemindahan hak milik jika dikaitkan dengan perbuatan
hukum.Jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang
mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang

dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela. Ulama mazhab

3 Haya Binti Mubarok Al-Barik, Ensikiopedi Wanita...., 107.
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Hambali mendefinisikan hibah sebagai pemilik harta dari seseorang kepada
orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi hibah boleh melakukan
sesuatu tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu
maupun tidak, bedanya ada dan dapat diserahkan, penyerahannya dilakukan
ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Kedua definisi
itu sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang
secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuik
mendekat kandiri kepada Allah SWT.
Menurut beberapa madzhab hibah diartikan sebagai berikut:*®

1. Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus
mendapat imbalan ganti pemberian ini dilakukan pada saat si pemberi
masih hidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah
milik si pemberi (menurut madzhab Hanafi).

2. Pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai
terhadap sejumlah harta yang diketahui atauyang tidak diketahui namun
sulit untuk mengetahuinya. Harta tersebut memang ada dapat diserahkan
dengan kewajiban dengan tanpa imbalan ( menurut madzahab hambali)

3. Mamberikan hak sesuatu materi dengan tanpa mengharapkan imbalan
atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang
yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT.

Hibah menurut madzhab ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu

3% Adurrahman al-Jaziry, Figh Empat Madzhab, cet 1V, diterjemahkan oleh M. Zuhri, (Semarang:
Asy-Sifa’), 425.
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semata untuk meminta ridha Allah dan megharapkan pahalanya.
Menurut madzhab maliki ini dinamakan sedekah.

4. Pemberian hanya sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qobul
pada waktu sipemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan
untuk menghormati atau memulyakan seseorang dan tidak dimaksudkan
untuk mendapat pahala dari Allah karena menutup kebutuhan orang yang
diberikannya. (menurut madzhab syafi’i).”’

Dari beberapa definisi ini, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hibah
adalah:

1. Merupakan akad atau perjanjian

2. Pemberian Cuma-Cuma atau pemberian tanpa ganti

3. Banda (barang) yang dihibahkan mempunyai nilai

4. Hibah dapat dilaksanakan oleh seseorang kepada orang lain, oleh

seseorangkepada badan-badan tertentu, juga beberapa orang yang

berserikat kepadayang lain.

Definisi hibah diatas hanya merupakan istilah otak makna yang
khusus.Adapun hibah dengan maknanya yang umum, meliputi hal-hal
berikut:

1. Ibraa' yaitu : menghibahkan hutang kepada orang lain yang berhutang.
2. Sedekah yaitu: menghibahkan atau memberikan sesuatu dengantidak ada

tukarannya karena mengharapkanpahala di akhirat.

"ldris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan KewarisanMenurut
Hukum Perdata (BW), 145-146
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3. Hadiah yaitu : memberikan sesuatu dengan tidak adatukarannya serta
dibawah ketempat yang diberi karena hendak memuliakan.’®
b. Dasar-Dasar Hukum Hibah
Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan
antar sesama manusia sangat bernilai positif. Ulama' figih sepakat bahwa
hukum hibah adalah sunnah, berdasarkan firman Allah SWT surat al

baqarah ayat 177.

3 6335 i gt g 5 855 oy @l B a2 15 O 5 o

s asledly a6 Gl o0 2 B U iy iy sl K8y

5B 13 2adgn S5s2015 557 Seg Dl fu SB35 S il
Osi2t) 14 s 1 o audf q‘d‘ G sl 3 Gyl

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu
suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah
beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-
kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada
kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang
memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta;
dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan
menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya
apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan,
penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang
yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang
bertakwa”.

Dan Allah juga berfirman dalam surat al- munafiqun ayat 10:
= TN 25 ok &gl p80sT Gl O 13 1 23155 U 0 AT
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38Sayyid Sabiq, Figh Sunnah Jilid XI, Alih Bahasa M. Thalib, (Bandung: Al-Ma’arif. 1996), 168.
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Artinya: “Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan
kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di
antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak
menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang
menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang
yang saleh?".

Dasar hukum hibah dalam hadist nabi SAW. Antara lain:

) a2l 1nlEgl93lE 1o, o Jsu M) Jss oo I 8 wis D) =28 3 e
Sl

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a menceritakan Nabi SAW. Bersabda, "hadiah

menghadiahilah kamu, niscaya bertambah kasih sayang

sesamamu.39

o e Bk Bl 038 Ll Ll 1 JB p. o ) e wie B o5y 88 ) e

Artinya: Dari abu hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: "jangan
menghina seorang tetangga jika ia memberi hadiah walaupun
hanya kuku kambing.*’

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa setiap pemberian atau hadiah
dari orang lain jangan ditolak, walaupun harga pemberian tersebut tidak
seberapa.Selain itu pemberian hadiah dapat menghilangkan kebencian antar
sesama, khususnya antara pemberi dan penerima hadiah.Selain itu

pemberian hadiah dapat menghilangkan kebencian antar sesama, khususnya

antara pemberi dan penerima hadiah.

3% Muhammad Ibnu Hajar al-Asqalani, Subulussalam Jilid I1], terj. Abu Bakar Muhammad,
(Surabaya: al-Ikhlas 1995), 333.
“al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif al-Zabidi, “a/-Tajfid al-Shahih Ii ahadits al-Jami’
al-Shahih’, diterjemahkan Cecep Syamsul Hari dan Thalib Anis, Ringkasan Shahih al-Bukhari
(Cet. VI; Bandung: Mizan, 2002), 462.
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c. Rukun dan syarat hibah
Oleh karena hibah adalah merupakan akad atau perjanjian berpindahnya
hak milik, maka dalam pelaksanaannya membutuhkan rukun dan syarat-
syarat sebagai ketentuan akad tersebut dapat dikatakan sah.
Rukun hibah ada tiga macam®":
1. Aqid (wahid dan mauhud lahu) yaitu penghibahan dan penerima hibah.
2. Mauhud yaitu barang yang dihibahkan
3. Sighat yaitu ijab dan gobul.
Ketiga rukun akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penghibahan dan Penerima Hibah

Penghibahan yaitu orang yang memberikan harta miliknya sebagai
hibah. Orang ini harus Memenuhi syarat-syarat:
a. Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah, dengan demikian

tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.
b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu

alasan.

c. Penghibahan tidak dipaksa Untuk memberikan hibah, dengan

demikian haruslah didasarkan kepada kesukarela.

Penerima hibah adalah orang yang diberi hibah.Disyaratkan bagi
penerima hibah benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan.Adapun

yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut

1" Adurrahman al-J aziry, Figh Empat Madzhab, cet IV, diterjemahkan oleh M. Zuhri, (Semarang:
Asy-Sifa’), 486.
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(penerima hibah) sudah lahir.Dengan demikian memberi hibah kepada
bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah.

Sedangkan seorang anak masih kecil diberisesuatu oleh orang lain
(diberi hibah), maka hibah itu tidak sempurna kecuali dengan adanya
penerimaan oleh wali. Walian yang bertindak Untuk dan atas
nemapenerimaan hibah dikala penerima hibah itu belum ahlinya al-Ada’
al-Kamilah. Selain orang, lembaga juga bisa menerima hadiah, seperti
lembaga pendidikan.

2. Barang yang dihibahkan

Yaitu suatu harta benda atau barang yang diberikan dari seseorang

kepada orang lain. Pada dasarnya Segala benda dapat dijadikan hak milik

adalah dapat dihibahkan, baik benda itu bergerak atau tidak bergerak,

termasuk Segala macam piutang. Tentunya benda-benda atau barang-

barang tersebut harus Memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Banda tersebut benar-benar ada

b. Benda tersebut mempunyai nilai

c. Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannyadan
pemilikannya dapat dialihkan.

d. Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dandiserahkan kepada
penerima hibah.**

e. Benda tersebut telah diterima atau dipegang oleh penerima

*Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, h.115-115 Lihat
pula Helmi karim, Figih Muamalah, h.76-78.
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f. Menyendiri menurut ulama Hanafiyah, hibah tidak dibolehkan
terhadap barang-barang bercampur dengan milik orang lain,
sedangkan menurutulama Malikiyah, Hambaliyah, dan Syafi'iyah hal
tersebut dibolehkan.

g. Penerima pemegang hibah atas seizing wahib.*

3. Sigat (Ijab dan Qobul)

Sigat adalah  kata-kata yang diucapkan oleh seseorang
yangmelaksanakan hibah karena hibah adalah akad yang dilaksanakan
oleh dua fihak yaitu penghibah dan penerima hibah, maka sigat hibah itu
terdiri ijab dan qobul, yang menunjukkan pemindahan hak milik dari
seseorang (yang menghibahkan) kepada orang lain (yang menerima
hibah). Sedangkan pernyataan menerima (qobul ) dari orang yang
menerima hibah. Karena qobul ini termasuk rukun.Bagi segolongan
ulama madzhab Hanafi, qobul bukan termasu rukun hibah.**

Dalam literatur figh tidak ada keterangan tentang ketentuan bahwa
dalam akad hibah terdapat suatu syarat agar dalam pelaksanaannya hibah
harus disiapkan alat-alat bukti, saksi atau surat-surat autentik yang
menjadi syarat sahnya perjanjian.Demikian ini dapat dimengerti sebab
dalam Al-Qur'an sendiri menganjurkan muamalah yang dilakukan secara
tunai. Akan tetapi walaupun demikian sebaiknya dalam hal pelaksanaan

perjanjian keperdataan yang termasuk hibah sebaiknya terdapat alat

“Rahmat syafi'i, Figih Muamalah, hal 247
*“Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Isiam, Jilid 2, h.106
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bukti, sebab dengan adanya alat bukti itu akan menimulkan kemantapan
bagi yang menghibahkanmaupun bagi yang memberikan hibah. Jika
dikemudian hari terjadi perkara dalam permasalahan hibah maka dengan
adanya alat-alat bukti perkara tersebut akan mudah diselesaikan.
Tentunya yang membutuhkan alat-alat bukti adalah pemberian yang
berhubungan dengan benda yang tidak bergerak tetapi bernilai atau
mempunyai nilai yang tinggi seperti: permata, emas, tanah, dan lain-lain.
‘Urf

‘Urf muncul dari sebuah pemikiran dan pengalaman dari mayoritas masyarakat,
karena sadar akan kenyataan bahwa adat atau sebuah kebiasaan telah memiliki
peranan penting dalam sebuah dinamika kehidupan masyarakat, maka shari at
Islam mengakui ‘urf sebagai sumber hukum atau dalil hukum dalam bidang
furuiyah (mu’amalah).

Adat atau kebiasaan berkedudukan sebagai bagian dari hukum yang tidak
tertulis, akan tetapi sebuah adat atau kebiasaan telah menjadi tradisi dan
menyatu dengan setiap lapisan masyarakat sehingga adat kebiasaan tersebut
berlanjut dari satu generasi ke generasi selanjutnya. ‘ Urf ada kaitannya dengan
tata nilai yang dianggap baik oleh masyarakat.* Agar dapat memahami lebih
lanjut tentang ‘urf dalam hukum Islam maka akan di paparkan beberapa sub bab

mengenai ‘urf.

1 Pengertian ‘Urf

“A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-
masalah yang Praktis, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2010), 80.
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Pengertian ‘urfdari segi bahasa berasal dari kata ‘arafa, ya’rafui (S — S#).
Sering diartikan dengan a/-ma’ruf (Z3<)) berarti “sesuatu yang dikenal” atau

berarti “yang baik”. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian
yang diakui oleh orang lain.*
Sementara kata yang sepadan atau sinonim dari ‘urf ialah kata “adat” yang

berasal dari Bahasa Arab yaitu i akar katanya “‘ada, ya’udu (3% - s&)
artinya perulangan (,|5). Sebenarnya tidak ada perbedaan antara adar dan ‘urf,

karena keduanya sama-sama mengacu kepada peristiwa yang berulang kali
dilakukan sehingga diakui dan dikenal orang."’
Sedangkan menurut istilah shara’, banyak definisi yang disebutkan oleh

beberapa kalangan, namun menurut ulama usu/ figh yaitu:

S350 Jas3l J35 Cpe Bl 2L Splailigh 334
Artinya: ‘Urfadalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik
berupa perkataan, perbuatan, ataupun meninggalkan sesuatu.*®

55 055 G 38 3R Bl
Artinya:Kebiasaan mayoritas sebuah kaum baik dalam perkataan ataupun
perbuatan.*’

B By 555 U5 5 2 P R 18 5 wle 1l 2 BB GBS
asler Xe 4% 30z Vg Bl A6V o g
Artinya: Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan dijalaninya dalam

suatu perbuatan yang telah popular diantara mereka kenal dengan
pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi dan ketika

* Totok Jumantoro, Kamus Ilmu Usul Figh, Cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2005), 333.
47 Sapiudin Shidiq, Usul Figh, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2011), 98.

* Totok Jumantoro, Kamus Ilimu Usul ..., 334.

*“Nasrun Haroen, Usil Figh 1, Cet. Ke-1, (Jakarta: Jakarta Logos, 1996), 138.
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mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian
lain.””

Phau et 8 5 s U e e s 20 S G
Artinya: Apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani orang, berupa
perkataan, perbuatan atau meninggalkan atau disebut adat.

Adapun sebuah adat dapat dikategorikan sebagai ‘urf apabila memenuhi
tiga syarat dalam °‘urf, yaitu, Pertama, adanya kemantapan jiwa. Kedua, sejalan
dengan pertimbangan akal sehat. Ketiga, dapatr diterima oleh watak (fitrah)
bawaan manusia, dalam artian sejalan dengan tuntutan watak asal manusia.*>

Adat atau ‘urf yang dimaksud sebagai sumber hukum Islam bukan hanya
adat orang Arab saja, melainkan semua adat yang berlaku di suatu tempat dan
masyarakat tertentu, dalam arti adat yang terjadi di suatu tempat bisa dijadikan
sebagai sumber hukum, dan produk hukum yang berlaku dan bersifat lokalitas,
tanpa mengikat pada tempat yang lain.”

2 Macam-macam ‘urf’

Ulama ushul figh membagi ‘urf dalam tiga macam, yaitu perfama dilihat
dari segi objeknya, kedua dari segi cakupannya dan ketiga dari segi
keabsahannya.

a. Berdasarkan objeknya, ‘urf’ terbagi menjadi al-‘urf al-latdhi dan al-‘urf al-

‘amali.

*0 Wahbah al-Zuhayliy, A/-Wajiz Fi al-Usul Figh, (Shuria: Dar al-Fikr, 1999), 97.

> Abdul Wahhab Khallaf, < Zim Usul Figh, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010}, 79.

> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Adat bagi Umat Islam, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983), 27.
>3 Nourouzzaman Siddiqi, Figh Indonesia, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1997), 122.
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1) Al-‘urf al-lafdhi adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan
ungkapan atau lafal tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.”* Sehingga
makna yang terkandung dalam ungkapan tersebut menjadi hal yang
sudah difahami dan selalu terlintas difikiran masyarakat. Misalnya,
ungkapan “daging” yang berarti daging sapi. Padahal ungkapan “daging”
mencakup seluruh daging yang ada tidak hanya daging sapi saja. Hal ini,
sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dalam mengartikan
secara khusus bahwa yang dimaksud “daging” yaitu daging sapi.

2) Al-‘urf al-‘amaliadalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan
perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan.” Perbuatan biasa yang
dimaksud adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan yang
tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Misalnya, kebiasaan
masyarakat memakan makanan khusus, atau kebiasaan masyarakat
dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

b. Berdasarkan cakupannya, terbagi menjadi dua a/-‘wrf al- ‘am dan Al-‘urf al-
khas.

1) Al-‘urf al-‘am, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara umum di
masyarakat dan di seluruh daerah.”® Misalnya, adat kebiasaan yang
berlaku di masyarakat dalam memakai ungkapan “engkau telah haram
aku gauli” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menceraikan

istrinya.

*Nasroen Haroen, Usal Figh 1..., 139.
>Ibid..., 140.
%% Satria Effendi, Usul Figh, Cet. Ke-I, (Jakarta: Kencana, 2005), 154.
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2) Al-‘urf al-khas, yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus dalam
suatu masyarakat.”’ Misalnya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut
kalimat “satu tumbuk tanah” untuk menunjuk pengertian luas tanah
10x10 meter.”®

c. Berdasarkan keabsahannya, terbagi menjadi dua al- ‘urf al-sahih dan al- ‘urf’

al-fasid .

1) al-‘urf al-sahih, yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia tidak
bertentangan dengan dengan dalil shara’” Misalnya, memberi hadiah
kepada orang tua dalam waktu-waktu tertentu.

2) al-‘urf al-fasid, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi
bertentangan dengan shara’. ® Misalnya, minum-minuman keras, hidup
bersama tanpa nikah.

3 Kehujjahan ‘urf’

Sebuah kehujjahan sebagai suatu legalitas ‘wrf sebagai dalil shara’

didasarkan atas dalil sebagai berikut:

a. Firman Allah pada surat al-A’raf ayat 199.
e 2 oo 2 Sl s g3 s

Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang
ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*'

7 Ibid..., 154.

> Abd. Rahman Dahlan, Usul Figh, Cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2011), 210.

> Abdul Wahhab Khallaf, //mu Usul Figh Kaidah Hukum Islam, Terjemah Faiz el Muttaqin, Cet.
I, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.

% Ibid..., 117.

'Departemen Agama RI, a/-Quran dan Terjemahannya. .., 255.
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Ayat diatas merupakan sebuah perintah yang menyuruh manusiauntuk
melakukan perbuatan yang makruf. Kata ma’ruf artinya sesuatu yang diakui
baik oleh hati. Ayat diatas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan
pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat dan suatu hal yang
menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan. Kata al-
Ma’rufialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui, yang dinilai

sebagai sesuatu yang kebaikan dan dikerjakan berulang-ulang.®*

b. HadithNabi
o 0 e 55 e SN T s 0 B 345 o 3l ST

Artinya: “Sesuatu yang dilihat (diyakini) baik oleh kaum muslimin, maka
baik pula disisi Allah swt., dan sesuatu dilihat (diyakini) buruk oleh
kaum muslimin, maka buruk pula disisi Allah SWT.”®

Hadith tersebut dijadikan dasar, bahwa adat yang berlaku dalam
masyarakat yang tidak melanggar ketentuan shara’, dapat ditetapkan sebagai
sumber hukum.** Sedangkan adat yang melanggar ketentuan shara’, tidak
dapat ditetapkan sebagai sumber hukum. Apabila tetap dijadikan sebagai
sumber hukum, maka sama saja dengan menentang ketentuan shara’.

Seperti halnya melakukan ‘urf fasid, para ulama sepakat menolak ‘urf

fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan sebagai landasan hukum.

Karena, apabila dijadikan sebagai landasan hukum, berarti menentang

% Ahmad Musthafa al-Maraghi, TafSir al-Maraghi, (Mesir: Mustafa al-Bab Al-Halabi, 1974), 281.
5 Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Vol. V1, (Muasasah al-Risalah, 1999),
84

% Ach. Fajruddin Fatwa, Usul Figh dan Kaidah Fighiyah, Cet. 1, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel
Press, 2013), 176.
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dalilshara’. Sedangkan, ‘urf sahih (adat kebiasaan yang benar), dapat
dijadikan sebagai landasan hukum.®’ Karena, selama tidak bertentangan
dengan shara’, adat kebiasaan tersebut harus tetap dijaga. Atas dasar itulah
para ulama’ wusul figh merumuskan kaidah-kaidah figh yang berkaitan dengan

‘urfyaitu:

1

" @ Py /o
PR

Artinya: Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.®
AL ELBS Ol &

Artinya: Yang ditetapkan melalui ‘urf'sama dengan yang ditetapkan melalui
nash.”’

Dari kaidah-kaidah figh di atas para ulama menjadikan ‘urf'sebagai suatu
legalitas dan disepakati dalam menentukan atau menetapkan suatu dalil
hukum adalah ‘urf al-Sahih . Yang tidak bertentangan dengan dalil dan nash,
sedangkan ‘wurf fasid yaitu ‘urf yang bertentangan dengan nash, para ulama
sepakat menolak dan tidak menjadikannya sebagai dalil hukum dalam
menetapkan hukum.®®

Oleh karena itu, ‘urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam
menetapkan hukum shara’ apabila memenuhi syarat-syarat yang telah

ditentukan, yaitu:

% A. Faishal Haq, Usul Figh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam, Cet. I, (Surabaya: Citra
Media, 1997), 147.

Nasroen Haroen, Usul Figh ..., 143.

7 1bid..., 46

5 Abdu Al-Wahhab Khallaf, //m al-Usil Figh..., 80-81.
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a. ‘Urf tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur’an dan as-Sunnah
Rasullallah saw.

b. ‘Urf Dberlaku secara umum, artinya menjadi kebiasaan mayoritas
penduduk setempat, dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat.

c. ‘Urftidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan
masyarakat, termasuk tidak mengakibatkan kesulitan.®®

d. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, artinya
tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.”
Akan tetapi segala hukum yang dibangun dari dalil shar’iyahberupa ‘urf

ini, tidak berlaku bagi keseluruhan manusia di bumi melainkan hanya

ditempat itu saja.
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Artinya: Hukum-hukum yang dibina di atas ‘urf’itu dapat berubah dengan
berubahnya zaman dan tempat, karena furu’ itu akan berubah
dengan berubahnya asalnya.

% A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam..., 83.

" Mukhlis Usman, Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam, (Kaidah-Kaidah Usulivah dan
Fighiyah), Cet. 4, (Jakarta: PT Grafindo Raja Persada, 2002), 142.

"' Abdul Wahhab Khallaf, ‘Zim Usul Figh..., 81



